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LEMBARAN  DAERAH 
 KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 16                                  2012                                     SERI : A                                     

 
PERATURAN  DAERAH  KOTA  BEKASI 

 
NOMOR 16 TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 

 Menimbang : a. 

 

bahwa sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan 

APBD, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 

pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar 

jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 

dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; 

  b. 

 

 

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam 

kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon 

anggaran sementara Perubahan APBD yang telah disepakati 

bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;  
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

 

 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 
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  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5233); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4712); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 4502); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



5 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5155); 

  21. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4588); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4614); 
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  28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negaran Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  31. Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2009  tentang  
Bantuan  Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

  32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang  
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 
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  33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang  serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4209); 

  34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  36. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

  37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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  38. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 
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 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Dana; 

  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah; 

  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman  Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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  48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor  01 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kota Bekasi ( Lembaran Daerah Tahun 2005 

Nomor 1 Seri A ); 

  49. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri A) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 

Tahun 2007 Nomor 11 Seri A); 

  50. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 

tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran 

Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A); 

  51. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 

  52. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 
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  53. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun  2008 

tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 

Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 04 Tahun  2008 tentang Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi 

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D); 

  54. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis 

Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010     

Nomor 5 Seri D); 

  55. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 

2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi 

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D); 

  56. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 

tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D); 
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  57. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D); 

  58. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 

tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D); 

  59. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2012 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 

(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 Seri A). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 
dan 

WALIKOTA BEKASI 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2012. 

 

Pasal  1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula 
berjumlah Rp. 2.413.294.373.551,00 bertambah sejumlah                                  
Rp. 530.431.013.248,61 sehingga menjadi  Rp. 2.943.725.386.799,61 dengan 
rincian sebagai berikut : 

1.Pendapatan sejumlah 

a.  Semula  Rp. 2.340.118.864.048,50 

b.  Bertambah  Rp.    324.981.497.792,50 

Jumlah Pendapatan  
setelah perubahan  Rp. 2.665.100.361.841,00 
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2. Belanja sejumlah 

a. Semula Rp. 2.390.864.003.451,00 

b. Bertambah Rp.     508.588.978.777,61 
 

Jumlah Belanja  
setelah perubahan  Rp. 2.899.452.982.228,61 

 
 (Defisit)         (Rp.   234.352.620.387,61) 

 

3. Pembiayaan 
 

a. Penerimaan sejumlah  
1) Semula Rp      73.175.509.202,50 
2) Bertambah Rp.    205.449.515.756,11 

 
Jumlah Penerimaan  
setelah perubahan  Rp.   278.625.024.958,61 

 

b. Pengeluaran sejumlah  

1) Semula  Rp       22.430.369.800,00 
2) Bertambah  Rp.      21.842.034.771,00 

 
Jumlah Pengeluaran  
setelah perubahan  Rp.      44.272.404.571,00 

 
Jumlah Pembiayaan netto 
setelah perubahan                        Rp.    234.352.620.387,61 

 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
Tahun berkenaan setelah  
perubahan          Rp.                            0,00 
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Pasal  2 

 
 

1.  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari  : 
a. Pendapatan asli daerah sejumlah 

1) Semula  Rp.   557.902.282.460,00 
2) Bertambah Rp.      92.054.757.227,00 

 
Jumlah pendapatan asli daerah 
setelah Perubahan Rp.    649.957.039.687,00 

 

b. Dana perimbangan sejumlah 
1) Semula  Rp. 1.168.871.326.625,00 
2) Berkurang             Rp.      (6.833.304.136,00) 

         
Jumlah dana perimbangan 
setelah Perubahan Rp. 1.162.038.022.489,00 

 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 
1) Semula  Rp.    613.345.254.963,50 
2) Bertambah Rp.    239.760.044.701,50 

 
Jumlah lain-lain pendapatan  
Daerah yang sah setelah  
Perubahan                                  Rp.    853.105.299.665,00 

 

2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah sejumlah 

1) Semula  Rp.    387.037.195.800,00 
2) Bertambah Rp.      62.300.000.000,00 

 
Jumlah pajak daerah 
setelah Perubahan Rp.    449.337.195.800,00 

 

b. Retribusi daerah sejumlah 
1) Semula  Rp.      43.547.035.160,00 
2) Berkurang Rp.      (2.798.948.082,00) 

 
Jumlah retribusi daerah 
setelah Perubahan Rp.      40.748.087.078,00 
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 
1) Semula  Rp.        8.620.957.200,00 
2) Berkurang Rp.         (354.175.590,00) 

 
Jumlah hasil pengelolaan  
kekayaan daerah yang dipisahkan 
setelah Perubahan                          Rp.        8.266.781.610,00 

 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 
1) Semula  Rp.    118.697.094.300,00 
2) Bertambah Rp.      32.907.880.899,00 
Jumlah lain-lain pendapatan asli 
daerah setelah Perubahan Rp.    151.604.975.199,00 

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri   
dari jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasil sejumlah 

1) Semula  Rp.   200.691.823.625,00 
2) Berkurang Rp.       6.833.304.136,00 

 
Jumlah dana bagi hasil 
setelah Perubahan Rp.   193.858.519.489,00 

 
b. Dana alokasi umum sejumlah 

1) Semula  Rp.   935.205.053.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.                              ,00 

 
Jumlah dana alokasi umum 
setelah Perubahan Rp.   935.205.053.000,00 

 
c. Dana alokasi khusus sejumlah 

1) Semula Rp.     32.974.450.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.                              ,00 

    
Jumlah dana alokasi khusus 
setelah Perubahan Rp.     32.974.450.000,00 

   

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  
a. Pendapatan Hibah 

1) Semula  Rp.                            0,00 
2) Bertambah Rp.        3.192.073.260,00 

 
Jumlah dana bagi hasil pajak   
dari Provinsi/Pemda Lainnya  
setelah Perubahan Rp.      3.192.073.260,00 
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b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda  

lainnya sejumlah 

1) Semula  Rp.    470.824.675.603,50 
2) Bertambah Rp.      70.019.040.941,50 

 
Jumlah dana penyesuaian  
Dan Otonomi khusus setelah  
Perubahan                   Rp.    540.843.716.545,00 

 
c. Dana penyesuaian dan otonomi  

khusus sejumlah 

1) Semula  Rp.                            0,00 
2) Bertambah Rp.    174.552.873.000,00 

 
Jumlah Bantuan keuangan dari  
provinsi atau dari Pemda lainnya  
setelah Perubahan Rp.   174.552.873.000,00 

 

d. Bantuan keuangan dari provinsi  
atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah 

1) Semula  Rp.    142.520.579.360,00 
2) Berkurang Rp       (8.003.942.500,00) 

 
Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi 

           Fiskal setelah Perubahan                Rp.    134.516.636.860,00 
 

 Pasal  3 
 
 

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri  dari  : 
a.  Belanja Tidak Langsung sejumlah 

1) Semula Rp. 1.053.505.729.948,00 

2) Bertambah Rp.    191.779.123.118,61 
 

Jumlah belanja tidak langsung 
setelah Perubahan Rp. 1.245.284.853.066,61 
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b. Belanja Langsung sejumlah 

1)   Semula  Rp. 1.337.358.273.503,00 

2) Bertambah  Rp.    316.809.855.659,00 
 

Jumlah belanja langsung 
setelah Perubahan Rp. 1.654.168.129.162,00 

 

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai sejumlah 

1) Semula  Rp.    877.459.919.948,00 

2) Bertambah   Rp.    179.388.827.445,35 
 

Jumlah belanja pegawai 
setelah Perubahan Rp.1.056.848.747.393,35 

 
b. Belanja bunga sejumlah 

1)  Semula  Rp.          300.000.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp.                            0,00 
 

Jumlah belanja bunga 
setelah Perubahan Rp.          300.000.000,00 

 
c. Belanja hibah sejumlah 

1) Semula  Rp.    151.245.371.000,00 

2) Berkurang   (Rp.    35.382.177.500,00) 
 

Jumlah belanja hibah 
setelah Perubahan Rp.    115.863.193.500,00 

 
d. Belanja bantuan sosial sejumlah 

1) Semula  Rp.     20.095.420.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp.       1.894.780.000,00 
 

Jumlah belanja bantuan sosial 
setelah Perubahan Rp.     21.990.200.000,00 
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e. Belanja bantuan keuangan sejumlah 
1) Semula  Rp.           905.019.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp.                            0,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan 
setelah Perubahan  Rp.           905.019.000,00 

 
f. Belanja tidak terduga sejumlah 

1) Semula  Rp.      3.500.000.000,00 
2) Bertambah/  Rp.      45.877.693.173,26 
Jumlah belanja tidak terduga 
setelah Perubahan Rp.      49.377.693.173,26 

 

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja pegawai sejumlah 

1) Semula  Rp.    153.568.656.392,00 
2) Bertambah   Rp.        4.790.949.390,00 
Jumlah belanja pegawai 
setelah Perubahan Rp.    158.059.605.782,00 

 
b. Belanja barang dan jasa sejumlah 

1) Semula  Rp.    500.866.940.925,00  
2)   Bertambah  Rp.      31.672.866.815,00 
Jumlah belanja barang dan jasa 
setelah Perubahan Rp.    532.539.807.740,00 

 
c.  Belanja modal sejumlah 

1) Semula  Rp.    682.922.676.186,00 
2) Bertambah  Rp.      67.806.512.527,00 
Jumlah belanja modal 
setelah Perubahan Rp.    750.729.188.713,00 

 
Pasal  4 

 
1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari  : 

a. Penerimaan sejumlah  

1) Semula  Rp.   73.175.509.202,50 
2) Bertambah Rp.  205.449.515.756,11 
Jumlah penerimaan 
setelah Perubahan Rp.   278.625.024.958,61 
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b. Pengeluaran sejumlah 

1) Semula  Rp.     22.430.369.800,00 
2) Bertambah  Rp.     21.842.034.771,00 
Jumlah pengeluaran 
setelah Perubahan Rp.     44.272.404.571,00 

 
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah 

 1) Semula Rp.   73.175.509.202,50 
 2)  Bertambah Rp. 205.449.515.756,11 

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya 
setelah Perubahan Rp.   278.625.024.958,61 

 
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  terdiri dari 

jenis pembiayaan : 
a.  Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 

1) Semula   Rp.    22.100.000.000,00 
2) Bertambah  Rp.    21.465.618.321,00 

 
Jumlah penyertaan modal (investasi)  
pemerintah daerah  
setelah Perubahan Rp.    43.565.618.321,00 

 

b.  Pembayaran pokok utang sejumlah 

1) Semula   Rp.        330.369.800,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.        376.416.450,00 

 
Jumlah pembayaran cicilan  
pokok utang yang jatuh tempo  
setelah Perubahan Rp.         706.786.250,00 

 
 

    Pasal  5 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 
dari: 

1. Lampiran I   Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 
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3. Lampiran III   Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV    Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 
SKPD, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V    Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI    Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 

7. LampiranVIII    Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
ini; 

8. Lampiran IX   Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 

 
 Pasal 6 

 

(1). Pada perubahan APBD apabila terjadi keadaan darurat, Pemerintah 
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, 
yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi APBD.  

(2).  Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
 

(3). Pendanaan  keadaan  darurat  yang belum  tersedia  anggarannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak 
terduga. 
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(4).  Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan 
dengan cara : 

 a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 
berjalan; dan/atau 

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi 
pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan 
sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 
APBD. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja 
untuk keperluan mendesak. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) mencakup : 

a.  Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat. 

(7)  Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan 
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan 
APBD, pemerintah daerah dpat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam 
laporan realisasi anggaran (LRA).  

 
 

Pasal 7 
 
 

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan 
kepala daerah. 
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Pasal 8 
 

(1) Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyertaan modal pada BUMD. 
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penyertaan modal tambahan dalam rangka pemenuhan modal dasar yang 
menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bekasi; 

(3) Pertimbangan penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka 
meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan 
ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, 
melalui: 
a. Pengembangan pelayanan perbankan; 
b. Pengembangan pelayanan perbankan syariah; 
c. Pengembangan pelayanan air minum; 
d. Kerjasama eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; 
e. Pengolahan limbah padat dan cair; 
f. Pengelolaan gas lingkup hilir; 
g. Pengelolaan parkir. 

 
(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

penyertaan modal daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip ekonomi perusahaan. 

 
Pasal 9 

  
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana 

dimaksud pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 33.000.000.000,00. 

 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : 

a. Penyertaan Modal pada PT. BPR Syariah Kota Bekasi  

1)  Semula sebesar               Rp.   2.000.000.000,00 

2)  Bertambah sebesar  Rp.                        0,00 

 
 Setelah perubahan sebesar          Rp.   2.000.000.000,00 

 
 

b. Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA PATRIOT Kota  Bekasi  

1)  Semula sebesar                       Rp.  10.000.000.000,00 

2)  Bertambah sebesar   Rp.  10.000.000.000,00 
 

Setelah perubahan sebesar  Rp.  20.000.000.000,00 
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c. Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA BHAGASASI  

1)  Semula sebesar                   Rp.  5.000.000.000,00 

2)  Bertambah sebesar     Rp.  4.000.000.000,00 
 

Setelah perubahan sebesar     Rp.  9.000.000.000,00 

d. Penyertaan Modal pada PD MITRA PATRIOT Kota Bekasi                       

1)  Semula sebesar                   Rp.  2.000.000.000,00 

2)  Bertambah/kurang sebesar         Rp.                       0,00 
 

Setelah perubahan sebesar      Rp.  2.000.000.000,00 

Pasal 10 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 

Pasal  11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. 

Ditetapkan di   Bekasi 
pada tanggal 29 Oktober 2012  
11 April 2012 

             WALIKOTA BEKASI, 
 

Ttd/Cap 
 
                                                                            RAHMAT EFFENDI 
Diundangkan  di  Bekasi 

pada tanggal 29 Oktober 2012  11 April 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 

                         Ttd/Cap 

 

          RAYENDRA SUKARMADJI                 

  LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  2012 NOMOR  16 SERI A          


